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ABSTRAK 

ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI 
LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENGHAPUSAN 

TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI 
PROVINSI LAMPUNG 

 

Oleh 

ACHMAD IVAN HELGUERA 

 
Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung perlu untuk 
segera diakhiri. Pemerintah daerah telah berupaya menghapus tindak kekerasan 
terhadap perempuan dan anak dengan menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi 
Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap 
Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung. Peneliti menggunakan jenis penelitian 
kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan 
kepada pemangku kepentingan terkait dampak kebijakan Peraturan Daerah Provinsi 
Lampung Nomor 2 Tahun 2021 menggunakan metode Regulatory Impact Analysis 
(RIA) berdasarkan Organisation for Economic Cooperation and Development 
(OECD), yaitu: perumusan masalah, perumusan tujuan, identifikasi alternatif 
tindakan, analisis manfaat dan biaya, konsultasi stakeholders, strategi implementasi 
(Suparmiatun et al., 2011). Hasil penelitian menunjukan bahwa pasca 
diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021, 
membawa dampak yang positif dikarenakan koordinasi dalam penanganan kasus 
dan alur layanan sudah semakin jelas dengan adanya SOP terpadu yang menjadi 
pedoman bagi lembaga penyedia layanan, sehingga semakin banyak penyintas 
sebagai penerima manfaat yang kasusnya terungkap dan tertangani hingga selesai. 
Namun, masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kembali yaitu terkait 
penyediaan anggaran yang cukup dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, 
penambahan sumber daya manusia (SDM) dalam melaksanakan penanganan kasus 
dan perlunya meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana khususnya di daerah 
kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung. 
 
 
Kata kunci: analisis kebijakan, penanganan, kekerasan terhadap 
perempuan dan anak 
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ABSTRACT 

ANALYSIS OF THE IMPACT OF LAMPUNG PROVINCE REGIONAL 
REGULATION POLICY NUMBER 2 OF 2021 CONCERNING THE 

ELIMINATION OF ACTS OF VIOLENCE AGAINST WOMEN AND 
CHILDREN IN LAMPUNG PROVINCE 

 

By 

ACHMAD IVAN HELGUERA 

 
Acts of violence against women and children in Lampung Province need to end 
immediately. The regional government has made efforts to eliminate acts of 
violence against women and children by issuing Lampung Province Regional 
Regulation Number 2 of 2021 concerning the Elimination of Acts of Violence 
against Women and Children in Lampung Province. Researchers use qualitative 
research with data collection techniques through interviews, observation and 
documentation. This research aims to provide policy recommendations to 
stakeholders regarding the policy impact of Lampung Province Regional 
Regulation Number 2 of 2021 using the Regulatory Impact Analysis (RIA) method 
based on the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), 
namely: problem formulation, goal formulation, identification of alternatives 
action, benefit and cost analysis, stakeholder consultation, implementation strategy 
(Suparmiatun et al., 2011). The research results show that after the issuance of 
Lampung Province Regional Regulation Number 2 of 2021, it has had a positive 
impact because coordination in case handling and service flow has become clearer 
with the existence of integrated SOPs which serve as guidelines for service 
providing institutions, so that more survivors become beneficiaries. the case was 
discovered and handled until it was resolved. However, there are still several things 
that need to be considered again, namely related to providing an adequate budget 
for implementing this policy, increasing human resources (HR) in carrying out case 
handling and the need to increase the availability of facilities and infrastructure, 
especially in district/city areas in Lampung Province. 
 
 
Keywords: policy analysis, handling, violence against women and children 
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I. PENDAHULUAN 
 
 
 

1.1 Latar Belakang 

Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman, adil dan bebas dari 

segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Wenur, 2013). Kekerasan 

adalah setiap perbuatan yang berakibat atau yang mengakibatkan 

kesengsaraan dan penderitaan baik secara fisik, seksual, psikis, ekonomi dan 

sosial, termasuk penelantaran yang terjadi di depan umum atau dalam 

kehidupan pribadi (Anjari, 2014). Perempuan sering kali termarjinalkan 

oleh konsepsi sosial budaya di masyarakat yang cenderung patriarki tanpa 

melihat hak. Perlakuan diskriminatif dan kekerasan kerap kali diterima 

perempuan Indonesia, baik dalam kehidupan sosial maupun dunia 

profesional (Kementerian PPPA, 2017). 

Patriarki merupakan sebuah sistem struktur sosial dan praktik-praktik 

dimana laki-laki mendominasi, menindas, dan mengeksploitasi perempuan 

(Fushshilat & Apsari, 2020). Budaya patriarki menyebabkan ketimpangan 

dan ketidaksetaraan gender, kondisi tersebut mengakibatkan adanya 

diskriminasi dan tekanan terhadap perempuan dalam kehidupannya serta 

mendorong timbulnya kasus kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk 

kekerasan fisik maupun seksual. Salah satu faktor utama terjadinya 

kekerasan terhadap perempuan adalah begitu mengakarnya budaya patriarki 

di kalangan masyarakat (Arifin et al., 2022). Negara terutama pemerintah 

bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan menjamin hak-hak 

asasi manusia dari setiap warga negara termasuk perempuan dan anak tanpa 

diskriminasi (Asmini et al., 2014). 
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Perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan isu di 

semua negara. Komitmen dunia untuk menghapus tindak kekerasan 

terhadap perempuan dan anak secara langsung dituangkan dalam 

Sustainable Development Goals (SDGs) pada tujuan ke-5 yaitu “mencapai 

kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan” (Said et al., 

2017). Sedangkan komitmen Indonesia dalam menghapus tindak kekerasan 

terhadap perempuan dan anak, negara telah menerbitkan berbagai peraturan 

yang meliputi: Undang-Undang Nomor 7 Tahun l984 tentang Pengesahan 

Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap 

Wanita, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 

Perlindungan pemerintah terhadap perempuan dan anak dilakukan oleh 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selain itu, 

pemerintah juga membentuk unit pelaksana teknis perlindungan perempuan 

dan anak (UPTD PPA) di setiap daerah dalam rangka menghapus tindak 

kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis gender dengan 

memberikan layanan perlindungan perempuan dan anak, salah satunya 

lembaga UPTD PPA di Provinsi Lampung. UPTD PPA Provinsi Lampung 

memiliki tugas yaitu melaksanakan kegiatan pada wilayah kerjanya dalam 

memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami 

kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya. 

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung perlu 

untuk segera diakhiri. Berdasarkan website resmi data pelaporan pada 

sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak (SIMFONI PPA) 

telah tercatat dari tahun 2021 hingga tahun 2023 terdapat 2.067 kasus 

kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sebagian besar terjadi dalam 

lingkup rumah tangga dan masyarakat yang terdiri dari kekerasan secara 

fisik, psikis, seksual, trafficking, penelantaran hingga eksploitasi. 
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Gambar 1. Data Jenis Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di 
Provinsi Lampung Pada Tahun 2021-2023. 

Sumber: SIMFONI PPA, 2023 

Berdasarkan gambar 1, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan 

anak di Provinsi Lampung terbilang cukup banyak, dapat diketahui bahwa 

pada tahun 2021 terdapat 681 kasus, di tahun 2022 mengalami penurunan 

menjadi 600 kasus dan pada tahun 2023 kembali naik menjadi 786 kasus 

dengan jenis kekerasan yang paling banyak dialami korban perempuan dan 

anak didominasi kekerasan seksual (SIMFONI PPA, 2022). Berdasarkan 

studi dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti, Kepala UPTD PPA 

Provinsi Lampung, Amsir mengatakan ada beberapa faktor yang 

melatarbelakangi tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak 

di Provinsi Lampung, seperti mengakarnya budaya patriarki, ketahanan 

keluarga yang lemah, faktor ekonomi, terbukanya akses ke konten-konten 

porno yang ada di internet hingga kurangnya pengawasan keluarga 

(Tribunlampung.co.id Novilia, 2021). 

Tingginya angka kasus kekerasan di Provinsi Lampung menjadi 

permasalahan yang kompleks bagi pemerintah dalam memberikan rasa 

aman terhadap perempuan dan anak. Berdasarkan studi dokumentasi yang 

dilakukan oleh peneliti, ditemukan masalah dalam upaya penanganan tindak 

kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung. 

Permasalahannya yaitu kurangnya koordinasi antar instansi terkait dan tidak 

semua korban mau melapor (Dinas PPPA Provinsi Lampung, 2022). 
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Permasalahan kurangnya koordinasi antar instansi terkait disebabkan 

komitmen beberapa lembaga layanan masih belum terlihat, 

implementasinya belum maksimal dan akses terhadap kewenangan yang 

dilihat dengan adanya standar pelayanan minimal (SPM) masing-masing 

lembaga belum jelas koordinasinya. Namun, pada tahun 2022 telah terdapat 

standar operasional prosedur (SOP) mekanisme pelayanan terhadap saksi 

dan korban kekerasan serta tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di 

Provinsi Lampung (Sinta, 2022). Berdasarkan observasi yang dilakukan 

oleh peneliti, Kepala Dinas PPPA Provinsi Lampung, Fitrianita Damhuri 

mengatakan perempuan masih sering dikatakan lemah dan takut untuk 

melakukan perlawanan atau melapor sehingga menjadi objek utama kasus 

kekerasan. Kebanyakan pelaku dari tindak kekerasan tersebut merupakan 

orang terdekat korban seperti tetangga, kerabat, pacar atau bahkan ayah 

korban yang akhirnya para korban tidak berani melapor dan memilih untuk 

menyelesaikannya secara kekeluargaan yang nantinya justru merugikan 

korban, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku. 

Pemerintah telah berupaya menghapus kekerasan terhadap perempuan dan 

anak dengan menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 

Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan 

dan Anak di Provinsi Lampung. Selain itu, komitmen pemerintah di tingkat 

daerah untuk menghapus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak 

dipertegas kembali melalui SOP mekanisme rujukan/layanan bagi saksi 

dan/atau perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan TPPO 

Provinsi Lampung tahun 2023. Dalam regulasi tersebut diamanahkan bahwa 

UPTD PPA Provinsi Lampung sebagai pemerintah daerah berkewajiban 

untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan, program, kegiatan dan 

membangun kerja sama dengan lembaga/instansi terkait dalam menghapus 

tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung. 
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Upaya mengatasi permasalahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan 

anak, selama ini masih terdapat kekurangan dalam proses penanganan kasus 

dan belum menampung perkembangan kebutuhan perempuan dan anak. 

Sementara, untuk memperkuat pemenuhan hak perempuan dan anak 

dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme kebijakan yaitu 

memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan 

untuk mendapatkan akses layanan pemulihan yang berkualitas, 

komprehensif, dan berkelanjutan dalam penghapusan tindak kekerasan 

terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung. 

Keberadaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 

tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di 

Provinsi Lampung merupakan langkah nyata upaya perlindungan terhadap 

perempuan dan anak untuk mengakhiri berbagai tindak kekerasan terhadap 

perempuan dan anak melalui keluarga dan berbagai komunitas dalam 

masyarakat. Dengan adanya regulasi tersebut, berarti ada jaminan terpenuhi 

dan penghormatan terhadap hak-hak perempuan dan anak, dan perlindungan 

dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan yang 

merendahkan derajat martabat perempuan dan anak, sehingga diharapkan 

perempuan dan anak dapat melaksanakan peran strategisnya dengan baik. 

Setelah melihat permasalahan di atas, maka salah satu dimensi yang perlu 

ditinjau adalah mengenai analisis dampak kebijakan. Analisis kebijakan 

merupakan ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode 

penelitian dan argumentasi untuk menghasilkan informasi yang relevan 

dalam menganalisis masalah-masalah sosial yang mungkin timbul akibat 

diterapkannya suatu kebijakan (Dunn, 1999). Oleh karena itu, peneliti 

kemudian tertarik untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan 

lebih lanjut. Peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Analisis 

Dampak Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 

Tahun 2021 Tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap 

Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis dampak kebijakan Peraturan 

Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan 

Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan kepada 

pemangku kepentingan terkait dampak kebijakan Peraturan Daerah Provinsi 

Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan 

Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan dari tujuan penelitian, maka diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya lagi kajian-kajian 

yang berhubungan dengan Ilmu Administrasi Negara dan merealisasikan 

ilmu dan teori yang didapat selama perkuliahan ke dalam pembahasan 

analisis dampak kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 

2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap 

Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian 

selanjutnya, serta dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran 

bagi instansi terkait mengenai analisis dampak kebijakan Peraturan 

Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan 

Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung. 



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu 

Peneliti mengangkat tema tentang analisis dampak kebijakan Peraturan 

Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan 

Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung. 

Peneliti melakukan peninjauan terhadap penelitian-penelitian terkait yang 

telah dilakukan sebelumnya yang dapat dijadikan sebagai rujukan dan 

perbandingan. Adapun 3 penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan 

peneliti adalah sebagai berikut: 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Syahani (2023) yang berjudul 

“Strategi Pemerintah dalam Program Penanganan Korban Kekerasan pada 

Anak di Provinsi Lampung Tahun 2022 (Studi pada Unit Pelaksana Teknis 

Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung)”. Hasil 

Penelitian ini menunjukan bahwa UPTD PPA Provinsi Lampung 

menjalankan strategi program dengan indikator perencanaan, pelaksanaan 

dan dampak program, tetapi yang paling menonjol adalah dalam 

pelaksanaan program karena memiliki inovasi dengan membentuk tim 

profesi, yaitu: pendamping hukum, pendamping korban dan psikolog klinis 

yang bertujuan untuk mendukung keberhasilan dari program penanganan 

korban kekerasan pada anak. Program penanganan korban kekerasan pada 

anak di UPTD PPA Provinsi Lampung membawa dampak baik, yaitu 

semakin banyak masyarakat yang berani melaporkan kasus kekerasan yang 

terjadi dan penerima manfaat merasa terbantu dalam penyelesaian kasus 

kekerasan (Syahani, 2023). 
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Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Sinta (2022) yang berjudul 

“Kolaborasi Antar Stakeholder dalam Penanganan Tindak Kekerasan 

Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung”. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa proses kolaborasi belum berjalan maksimal karena 

tidak adanya dominasi antar stakeholder, komitmen beberapa lembaga 

layanan masih belum terlihat, implementasinya belum maksimal dan akses 

terhadap kewenangan yang dilihat dengan adanya standar pelayanan 

minimal (SPM) masing-masing lembaga belum jelas koordinasinya. 

Namun, pada tahun 2022 telah terdapat SOP mekanisme pelayanan terhadap 

saksi dan korban kekerasan serta TPPO di Provinsi Lampung (Sinta, 2022). 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2021) yang berjudul “Peran 

Tenaga Pendamping UPTD PPA dalam Menangani Kasus Kekerasan 

Seksual pada Anak (Studi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung)”. Metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif 

dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

pendampingan psikologi dilakukan ketika korban membutuhkan 

penyembuhan mental serta trauma yang dialaminya. Sedangkan proses 

pendampingan hukum akan dilaksanakan hingga kasus tersebut selesai di 

pengadilan dan pelaku dihukum sesuai dengan apa yang telah pelaku 

perbuat (Wijaya, 2021). 

Berdasarkan beberapa penelitian terkait yang telah dijabarkan di atas, 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki persamaan yaitu 

menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif 

dan memiliki relevansi karena membahas mengenai penanganan tindak 

kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung. Kebaruan 

penelitian ini merupakan penelitian yang akan membahas mengenai analisis 

dampak kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 

2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan 

Anak di Provinsi Lampung menggunakan metode Regulatory Impact 

Analysis (RIA). 
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2.2 Tinjauan Tentang Kebijakan Publik 

2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik 

Istilah kebijakan disepadankan dengan kata bahasa Inggris “policy” yang 

dibedakan dari kata kebijaksanaan “wisdom” maupun kebajikan 

“virtues”. Titmuss dalam Meutia (2017) mendefinisikan kebijakan 

sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada 

tujuan-tujuan tertentu. Menurut Titmuss kebijakan senantiasa 

berorientasi pada masalah (problem oriented) dan berorientasi kepada 

tindakan (action-oriented). Dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah 

suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-

cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam 

mencapai tujuan tertentu (Meutia, 2017). 

Kebijakan publik merupakan kewenangan pemerintah menjalankan tugas 

dan fungsinya dalam hubungannya dengan masyarakat dan dunia usaha. 

Pada dasarnya kebijakan pemerintah dalam menata kehidupan 

masyarakat di berbagai aspek merupakan kebijakan yang berorientasi 

pada kepentingan publik. Kebijakan publik merupakan prinsip atau cara 

bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. 

Dalam setiap penyusunan kebijakan publik diawali oleh perumusan 

masalah yang telah diidentifikasi kemudian pelaksanaan kebijakan 

tersebut ditujukan untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam 

masyarakat (Mustari, 2015). 

Menurut Dye dalam Taufiqurakhman (2014) kebijakan publik adalah 

segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, 

mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi 

kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar 

kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi masyarakat dan 

sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan. Oleh karena 

itu, pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan 

(Taufiqurokman, 2014). 
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Kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang 

sadar, terarah, dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah yang 

melibatkan para pihak (stakeholder) yang berkepentingan dalam bidang-

bidang tertentu yang mengarah pada suatu tujuan. Sehingga untuk 

efektivitas kebijakan publik diperlukan kegiatan sosialisasi, pelaksanaan 

dan pengawasan kebijakan. Perlu ditekankan bahwa sifat kebijakan 

publik perlu dituangkan pada peraturan perundang-undangan yang 

bersifat memaksa (Ramdhani & Ramdhani, 2017). 

Secara empiris, permasalahan yang berhubungan dengan kebijakan 

publik cukup kompleks. Fenomena kebijakan publik tidak hanya pada 

proses formulasi dilakukan atau cara substansi kebijakan publik 

dituangkan dan diimplementasikan, tetapi juga menyangkut dampak atau 

implikasi yang ditimbulkan dari sebuah kebijakan publik. Oleh karena 

itu, dalam proses perumusan kebijakan publik tidak hanya memberikan 

suatu tata aturan atau norma-norma yang harus ditaati, tetapi juga perlu 

diimbangi dengan kemampuan untuk mengantisipasi dampak dan 

implikasinya, termasuk kapabilitas responsif dari sebuah kebijakan 

publik (Anggara, 2014). 

 
2.2.2 Konsep Analisis Kebijakan Publik 

Analisis kebijakan didefinisikan sebagai penyerapan, pengkajian serta 

penggunaan informasi guna membuat kesimpulan (Luankali, 2007). 

Menurut MacRae dalam Suryadi dan Tilaar (1993) mendefinisikan 

analisis kebijakan sebagai suatu disiplin ilmu sosial terapan yang 

menggunakan argumentasi rasional dengan menggunakan fakta-fakta 

untuk menjelaskan, menilai dan membuahkan pemikiran dalam rangka 

upaya memecahkan masalah publik. Lebih lanjut Suryadi dan Tilaar 

(1993) menegaskan bahwa analisis kebijakan adalah sebagai suatu cara 

atau prosedur dalam menggunakan pemahaman manusia terhadap dan 

untuk pemecahan masalah kebijakan (Suryadi & Tilaar, 1993). 
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Analisis kebijakan menurut Winarno (2016) berhubungan dengan 

penyelidikan dan deskripsi sebab akibat dan konsekuensi-konsekuensi 

kebijakan (Winarno, 2016). Analisis kebijakan merupakan bentuk 

penelitian terapan yang dijadikan untuk mencapai tingkat pengetahuan 

yang lebih mendalam tentang isu-isu sosial yang membawakan solusi-

solusi yang lebih baik. Keberadaan analisis kebijakan disebabkan 

banyaknya kebijakan yang tidak memuaskan. Kebijakan dianggap tidak 

memecahkan masalah, bahkan menciptakan masalah baru. Analisis 

kebijakan diperlukan untuk mengetahui kebijakan apa yang cocok dalam 

proses pembuatan kebijakan. Kebijakan tersebut dibuat sesuai dengan 

masalah yang sedang dihadapi. Analisis dapat dikembangkan di awal 

pembuatan suatu kebijakan ataupun di akhir penerapan kebijakan. 

Analisis kebijakan dapat menganalisis pembentukan, substansi dan 

dampak dari suatu kebijakan. 

Analisis kebijakan versi Dunn (2000) adalah analisis kebijakan yang 

dipahami sebagai sebuah aktifitas intelektual dan praktis yang bertujuan 

untuk menciptakan, secara kritis menilai dan mengkomunikasikan 

pengetahuan dalam proses analisis kebijakan (Dunn, 2000). Menurut 

Dunn, analisis kebijakan merupakan ilmu sosial terapan yang 

menggunakan berbagai metode penelitian dan argumentasi untuk 

menghasilkan informasi yang relevan dalam menganalisis masalah-

masalah sosial yang mungkin timbul akibat diterapkannnya suatu 

kebijakan (Dunn, 1999). Analisis kebijakan adalah suatu jenis 

penelaahan yang menghasilkan informasi sedemikian rupa yang dapat 

dijadikan dasar-dasar pertimbangan para pembuat kebijakan dalam 

memberikan penilaian-penilaian terhadap penerapan kebijakan sehingga 

diperoleh alternatif-alternatif perbaikannya. Kegiatan penganalisisan 

kebijakan dapat bersifat formal dan hati-hati yang melibatkan penelitian 

mendalam terhadap isu-isu atau masalah-masalah yang berkaitan dengan 

evaluasi suatu program yang telah dilaksanakan. 

 



12  

2.2.3 Tahap-Tahap Pembuatan Kebijakan Publik 

Tahapan kebijakan publik menurut Dunn (1999) adalah sebagai berikut: 

1. Penyusunan Agenda 

Penyusunan agenda atau agenda setting merupakan fase dan proses 

yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses 

ini terdapat ruang untuk memaknai masalah publik dan prioritas dalam 

kepentingan publik yang dipertimbangkan. Jika sebuah topik 

pembahasan berhasil mandapatkan prioritas, topik pembahasan 

tersebut mempunyai hak untuk mendapatkan alokasi sumber daya 

publik yang lebih daripada topik pembahasan yang lain. Agenda 

kebijakan semestinya dilakukan berdasarkan tingkat kepentingan dan 

tujuan kebijakan dan juga keterlibatan stakeholder. 

2. Formulasi Kebijakan 

Formulasi kebijakan merupakan tahap awal pembuatan kebijakan. 

Setelah tahapan agenda setting dilalui, maka tahapan berikutnya 

adalah membuat formulasi kebijakan. Tahapan formulasi kebijakan 

merupakan mekanisme yang sesungguhnya untuk memecahkan 

masalah publik yang telah masuk dalam agenda pemerintah. Tahapan 

ini lebih bersifat teknis dibandingkan tahapan agenda setting yang 

lebih bersifat politis dengan menerapkan berbagai teknis analisis 

untuk membuat keputusan terbaik. 

3. Adopsi/Legitimasi Kebijakan 

Legitimasi kebijakan bertujuan untuk memberikan otorisasi atau 

kekuasaan pada proses dasar pemerintah. Jika tindakan legitimasi 

dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara 

akan mengikuti arahan pemerintah. Namun, warga negara harus 

percaya bahwa tindakan pemerintah adalah sah. Proses legitimasi 

kebijakan membutuhkan sepenuhnya kepercayaaan untuk 

menentukan kebijakan seperti apa yang kemudian akan disahkan oleh 

pemerintah. 
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4. Implementasi Kebijakan 

Implementasi kebijakan adalah suatu cara agar sebuah kebijakan dapat 

mencapai tujuan yang diharapkan. Tahap implementasi dilaksanakan 

setelah kebijakan dirumuskan, pelaksanaan suatu kebijakan hanya 

dapat diterapkan jika sudah terdapat dasar hukum yang memayungi 

kebijakan tersebut dan setiap pelaksana kebijakan bertindak ataupun 

tunduk kepada petunjuk-petunjuk yang ada pada dasar hukum tersebut 

dalam rangka mentransformasikan kebijakan tersebut. 

5. Evaluasi Kebijakan 

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang 

menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup 

substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi 

mempunyai arti sebagai suatu kegiatan fungsional, yang artinya 

evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir dari 

kebijakan publik, tetapi juga dilakukan dalam seluruh proses 

kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan dapat meliputi tahap 

perumusan masalah kebijakan, program yang diusulkan untuk 

menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, dan tahap dampak 

kebijakan. 

 
2.2.4 Proses Analisis Kebijakan Publik 

Tahapan pembuatan kebijakan selalu disertai dengan prosedur analisis 

kebijakan, yang dimulai dengan perumusan masalah, peramalan, 

rekomendasi, pemantauan dan evaluasi. Prosedur analisis ini digunakan 

untuk mengubah scientific information menjadi policy relevant 

information. Dunn (2000) berpendapat bahwa metodologi analisis 

kebijakan menggabungkan 5 (lima) prosedur umum yang lazim dipakai 

dalam pemecahan masalah, yaitu: definisi, prediksi, preskripsi, deskripsi 

dan penilaian. Proses analisis kebijakan menurut Dunn (2000) adalah 

sebagai berikut: 
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1. Perumusan Masalah (Definisi) 

Perumusan masalah dapat memasok pengetahuan yang relevan 

dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang 

mendasari definisi masalah dan memasuki proses pembuatan 

kebijakan melalui penyusunan agenda (agenda setting). Perumusan 

masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang 

tersembunyi, mendiagnosis penyebabnya, memetakan tujuan yang 

memadukan pandangan yang bertentangan dan merancang peluang-

peluang kebijakan yang baru. 

2. Peramalan (Prediksi) 

Peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan 

kebijakan tentang masalah yang akan terjadi pada masa mendatang 

sebagai akibat dari diambilnya alternatif, termasuk tidak melakukan 

sesuatu. Hal ini dilakukan dalam tahap formulasi kebijakan. 

Peramalan dapat menguji masa depan yang potensial. Secara normatif 

bernilai mengestimasi akibat dari kebijakan yang ada atau yang 

diusulkan, mengenali kendala yang akan terjadi dalam pencapaian 

tujuan dan mengestimasi kelayakan politik (dukungan dan oposisi) 

dari berbagai pilihan. 

3. Rekomendasi (Preskripsi) 

Rekomendasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan 

kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif, yang 

akibatnya pada masa mendatang telah diestimasikan melalui 

peramalan. Hal ini membantu pengambilan kebijakan pada tahap 

adopsi kebijakan. Rekomendasi membantu mengestimasi tingkat 

risiko dan ketidakpastian, mengenal eksternalitas dan akibat ganda, 

menentukan kriteria dalam pembuatan pilihan, dan menentukan 

pertanggungjawaban administratif bagi implementasi kebijakan. 

4. Pemantauan (Deskripsi) 

Pemantauan atau monitoring menyediakan pengetahuan yang relevan 

dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil 
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sebelumnya. Hal ini membantu pengambil kebijakan pada tahap 

implementasi kebijakan dengan menggunakan berbagai indikator 

kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, 

kesejahteraan, dan lain-lain. Pemantauan membantu menilai tingkat 

kepatuhan, menemukan akibat-akibat yang tidak diinginkan dari 

kebijakan dan program, mengidentifikasi hambatan dan rintangan 

implementasi, dan menemukan letak pihak-pihak yang 

bertanggungjawab pada setiap tahap kebijakan. 

5. Evaluasi (Penilaian) 

Evaluasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan 

tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diterapkan dan 

yang dihasilkan. Hal ini membantu pengambilan kebijakan terhadap 

proses pembuatan kebijakan. Evaluasi tidak hanya menghasilkan 

kesimpulan mengenai cara masalah terselesaikan, tetapi juga 

menyumbang pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang 

mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian, dan perumusan 

kembali masalah (Dunn, 2000). 

 
2.3 Tinjauan Tentang Evaluasi Kebijakan Publik 

2.3.1 Pengertian Evaluasi Kebijakan Publik 

Evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau 

penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan 

dampak. Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan 

fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap 

akhir saja melainkan kepada seluruh proses kebijakan (Anderson, 2003). 

Menurut Dunn (1999) istilah evaluasi mempunyai arti yang 

berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala 

nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Evaluasi mencakup: 

kesimpulan, klarifikasi, kritik, penyesuaian dan perumusan masalah 

kembali (Dunn, 1999). 
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Menurut Lester dan Stewart dalam Meutia (2017) evaluasi kebijakan 

dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, tugas pertama adalah 

untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh 

suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan 

tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu 

kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa 

pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi 

kebijakannya maupun terhadap hasil (outcome) atau dampak (impact) 

dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga 

menentukan langkah yang dapat diambil dimasa yang akan datang 

(Meutia, 2017). 

Evaluasi kebijakan merupakan suatu tahap yang sangat penting dalam 

kebijakan publik, dikarenakan untuk mengukur implementasi dari 

kebijakan publik tersebut, apakah sudah tercapai dan sesuai dengan 

harapan atau masih menimbulkan banyak masalah pada target group itu 

sendiri. Disisi lain, banyak dari kebijakan publik yang telah dikeluarkan 

oleh pemerintah namun tidak membawa dampak (impact) yang cukup 

berpengaruh bagi masyarakat (Mustari, 2015). Menurut Muhadjir dalam 

Widodo (2021) menjelaskan evaluasi kebijakan publik merupakan suatu 

proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat 

membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang 

diperoleh dengan tujuan dan target kebijakan publik yang ditentukan. 

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan merupakan 

hasil kebijakan dimana pada kenyataannya mempunyai nilai dari hasil 

tujuan atau sasaran kebijakan, dimana bagian akhir dari suatu proses 

kebijakan adalah evaluasi kebijakan (Widodo, 2021). 
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2.3.2 Karakteristik Evaluasi Kebijakan Publik 

Istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), 

pemberian angka (rating), dan penilaian (assessment). Evaluasi 

kebijakan mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakannya dari 

metode-metode analisis kebijakan lainnya. Secara umum terdapat empat 

karakteristik pokok dari kegiatan evaluasi (Dunn, 1999) yaitu: 

1. Fokus Nilai 

Evaluasi dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai 

dari suatu kebijakan dan program. Evaluasi merupakan usaha untuk 

menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program, 

dan bukan sekedar usaha mengumpulkan informasi mengenai hasil 

aksi kebijakan yang terantisipasi dan tidak terantisipasi. Karena 

ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, 

evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan 

sasaran itu sendiri. 

2. Interdependensi antara Fakta dan Nilai 

Tuntutan evaluasi tergantung baik “fakta” maupun “nilai”. Untuk 

menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai 

tingkat kinerja yang tertinggi (atau rendah) diperlukan tidak hanya 

bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, 

kelompok atau seluruh masyarakat; untuk menyatakan demikian, 

harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara aktual 

merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk 

memecahkan masalah tertentu. 

3. Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau 

Tuntutan evaluative berbeda dengan tuntutan advokatif yang 

diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa 

depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan 

(ex post). Rekomendasi juga mencakup premis-premis nilai, bersifat 

prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan (ex ante). 
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4. Dualitas Nilai 

Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas 

ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. 

Evaluasi sama dengan rekomendasi yang berkenaan dengan nilai yang 

ada. Nilai-nilai sering ditata di dalam suatu hierarki yang 

merefleksikan kepentingan relative dan saling ketergantungan antar 

tujuan dan sasaran. 

2.3.3 Fungsi Evaluasi Kebijakan Publik 

Dunn (1999) mengemukakan dalam analisis kebijakan bahwa evaluasi 

memiliki beberapa fungsi penting (Dunn, 1999) yaitu: 

1. Evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya 

mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan 

kesempatan serta tujuan yang telah dicapai melalui tindakan publik. 

Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan 

tertentu dan target tertentu telah dicapai dalam memecahkan masalah. 

2. Evaluasi memberi sumbangan terhadap klarifikasi dan kritik terhadap 

nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target dalam 

kebijakan publik. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan 

mengoperasikan tujuan dan target. Dalam menanyakan kepantasan 

tujuan dan sasaran, analisis dapat menggunakan alternatif sumber 

nilai maupun landasan dalam bentuk rasionalisme. 

3. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis 

kebijakan lainnya, termasuk dalam perumusan masalah maupun 

rekomendasi pemecahan masalah. Evaluasi dapat pula menyumbang 

pada definisi alternatif kebijakan baru atau revisi terhadap kebijakan 

dengan menunjukan bahwa kebijakan yang telah ada perlu diganti 

atau diperbaharui. 

 



19  

2.3.4 Kriteria Evaluasi Kebijakan Publik 

Pelaksanaan evaluasi kebijakan publik menggunakan kriteria-kriteria 

umum yang dimaksudkan memberi arahan bagi evaluator. Kriteria yang 

dirumuskan akan dapat dijadikan sebagai salah satu patokan dalam 

menentukan apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal. Kriteria evaluasi 

kebijakan dengan demikian terdiri dari 6 aspek (Dunn, 1999) yaitu: 

a. Efektivitas (effectiveness). Pada kegiatan evaluasi, penekanan kriteria 

ini terletak pada ketercapaian hasil. Apakah hasil yang diinginkan 

dari adanya suatu kebijakan sudah tercapai. 

b. Efisiensi (efficiency). Fokus dari kriteria ini adalah persoalan sumber 

daya, yakni seberapa banyak sumber daya yang dikeluarkan untuk 

mewujudkan hasil yang diinginkan. 

c. Kecukupan (adequacy). Kriteria ini lebih mempersoalkan 

kemampuan hasil kebijakan dalam mengatasi masalah kebijakan, atas 

seberapa jauh pencapaian hasil dapat memecahkan masalah 

kebijakan. 

d. Perataan (equity). Kriteria ini menganalisis apakah biaya dan manfaat 

telah didistribusikan secara merata kepada kelompok masyarakat, 

khususnya kelompok-kelompok sasaran dan penerima manfaat. 

e. Responsivitas (responsiveness). Kriteria ini lebih melihat aspek 

kepuasan masyarakat khususnya kelompok sasaran, atas hasil 

kebijakan. Apakah hasil kebijakan yang dicapai telah memuaskan 

kebutuhan dan pilihan mereka atau tidak. 

f. Ketepatan (appropriateness), Kriteria ketepatan ini menganalisis 

tentang kebergunaan hasil kebijakan, yakni apakah hasil yang telah 

dicapai benar-benar berguna bagi masyarakat khususnya kelompok 

sasaran. 
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2.4 Regulatory Impact Analysis (RIA) 

Regulatory Impact Analysis (RIA) merupakan salah satu alat atau 

pendekatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas kebijakan 

pemerintah (Suparmiatun et al., 2011). RIA merupakan proses analisis dan 

pengkomunikasian secara sistematis terhadap kebijakan, baik kebijakan 

baru maupun kebijakan yang sudah ada (Suska, 2012). Salah satu panduan 

yang diterbitkan Organisation for Economic Cooperation and Development 

(OECD), RIA dijelaskan sebagai suatu proses yang secara sistematik 

mengidentifikasi dan menilai dampak yang diinginkan dari suatu peraturan 

perundang-undangan dan peraturan daerah dengan metode analisis yang 

konsisten seperti benefit-cost analysis (Suska, 2012). 

Sejarah awal RIA merupakan alat kebijakan yang digunakan secara luas di 

negara-negara OECD yang merupakan organisasi internasional yang 

berupaya membangun kebijakan yang lebih baik. Negara-negara OECD 

mengakui bahwa kualitas peraturan sangat penting untuk kinerja ekonomi 

dan untuk meningkatkan kualitas kehidupan warganya. RIA pertama kali 

diterapkan sebagai suatu proses dalam pemerintahan Amerika pada tahun 

1970-an, namun mulai popular setelah OECD mulai menerapkan ide dan 

mempublikasikan RIA pada tahun 1995 dalam bentuk pedoman penerapan 

RIA (Kirkpatrick et al., 2004). Pada tahun 2001, 20 negara anggota OECD 

mengklaim telah menerapkan RIA, selain itu organisasi donor internasional 

seperti Bank Dunia dan Asian Development Bank telah berinisiatif untuk 

menyebarkan konsep RIA ke negara berkembang, dan Komisi Eropa 

memperkenalkan system impact assessment pada tahun 2003. 

Perkembangan berikutnya semakin banyak anggota OECD yang 

menggunakan konsep RIA (Satria, 2015). 

Metode RIA mulai popular di Indonesia sejak tahun 2003 yang 

dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 

bersama dengan beberapa lembaga/kementerian lain yang telah berperan 

aktif dalam mengembangkan dan mensosialisasikan metode RIA (Biro 
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Hukum Kementerian PPN/Bappenas, 2011). Salah satu langkah paling 

penting yang dilakukan adalah menyusun dan meluncurkan buku panduan 

pelaksanaan metode RIA pada tahun 2009 dengan dukungan beberapa 

lembaga donor melalui The Asia Foundation (Suparmiatun et al., 2011). 

RIA merupakan suatu proses komparasi yang didasarkan pada tujuan 

pengaturan yang telah ditetapkan dengan mengidentifikasi semua dampak 

yang akan timbul dalam mencapai tujuan kebijakan. Selain itu RIA juga 

digunakan sebagai metodologi evaluasi guna meningkatkan mutu peraturan 

yang sudah ada (Suska, 2012). RIA memiliki 4 (empat) prinsip pokok 

diantaranya adalah: prinsip netralitas dalam persaingan, prinsip kebutuhan 

regulasi minimum yang efektif, prinsip partisipasi transparansi, dan prinsip 

efektivitas biaya-keuntungan. Sebagai sebuah proses, metode RIA 

mencakup beberapa langkah sebagai berikut (Suparmiatun et al., 2011): 

1. Identifikasi dan analisis masalah terkait kebijakan. Langkah ini 

dilakukan agar semua pihak, khususnya pengambil kebijakan dapat 

melihat dengan jelas masalah apa yang sebenarnya dihadapi pasca 

diterbitkannya suatu kebijakan. Pada tahap ini, sangat penting untuk 

membedakan antara masalah (problem) dengan gejala (symptom), karena 

yang hendak dipecahkan adalah masalah, bukan gejalanya. 

2. Penetapan tujuan. Setelah masalah teridentifikasi, maka perlu ditetapkan 

tujuan kebijakan yang hendak diambil untuk memecahkan suatu 

permasalahan. Tujuan ini menjadi satu komponen yang sangat penting 

karena ketika suatu saat dilakukan penilaian terhadap efektivitas sebuah 

kebijakan, maka yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah apakah 

tujuan kebijakan tersebut tercapai atau tidak. 

3. Pengembangan berbagai pilihan/alternatif kebijakan untuk mencapai 

tujuan. Setelah masalah yang hendak dipecahkan dan tujuan kebijakan 

sudah jelas, langkah berikutnya adalah melihat pilihan apa saja yang ada 

atau yang bisa diambil untuk memecahkan masalah tersebut. Dalam 

metode RIA, pilihan atau alternatif pertama adalah “do nothing” atau 

tidak melakukan apa-apa, yang pada tahap berikutnya akan dianggap 
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sebagai kondisi awal (baseline) untuk dibandingkan dengan berbagai 

pilihan yang ada. Pada tahap ini, penting untuk melibatkan stakeholders 

dari berbagai latar belakang dan kepentingan guna mendapatkan 

gambaran seluas-luasnya tentang pilihan apa saja yang tersedia. 

4. Manfaat dan biaya dari suatu peraturan yang telah diterbitkan adalah 

berbagai keuntungan dan kerugian yang muncul dari penerapan suatu 

peraturan tersebut. Secara sederhana, biaya adalah hal-hal negatif atau 

merugikan suatu pihak jika pilihan tersebut diambil, sedangkan manfaat 

adalah hal-hal positif atau menguntungkan suatu pihak. Biaya atau 

manfaat dalam hal ini tidak selalu diartikan uang. Oleh karena itu, dalam 

konteks identifikasi biaya dan manfaat sebuah kebijakan, perlu dilakukan 

identifikasi tentang siapa saja yang terkena dampak dan siapa saja yang 

mendapatkan manfaat akibat adanya suatu pilihan kebijakan. 

5. Konsultasi stakeholders merupakan langkah yang sangat penting dalam 

proses RIA. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang secara terus-

menerus dikomunikasikan kepada para stakeholders, terutama pelaksana 

yang menjalankan kebijakan di lapangan. Dalam proses RIA, konsultasi 

sudah mulai dilakukan dalam tahap perumusan masalah. Konsultasi pada 

tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah menangani 

masalah yang tepat dan bahwa persepsi pemerintah terhadap masalah 

yang dihadapi sama dengan persepsi stakeholders lainnya.    

6. Setelah berbagai tahap dilakukan, tahap selanjutnya adalah strategi 

implementasi. Strategi implementasi mencakup penatausahaan 

(administrasi) kebijakan, sosialisasi kebijakan, dan monitoring 

pelaksanaan kebijakan. Langkah ini diambil berdasarkan kesadaran 

bahwa sebuah kebijakan tidak bisa berjalan secara otomatis setelah 

kebijakan tersebut ditetapkan atau diambil. Dengan demikian, 

pemerintah dan lembaga/instansi terkait tidak hanya tahu mengenai apa 

yang akan dilakukan, tetapi juga bagaimana akan melakukannya. 
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RIA selain sebagai sebuah proses, juga dapat diposisikan sebagai alat. 

Metode RIA merupakan alat untuk menghasilkan kebijakan, tata kelola dan 

pembangunan yang lebih baik. Ada 2 (dua) kunci dalam penerapan metode 

RIA yang dianggap mampu memenuhi harapan tersebut, yaitu: (1) adanya 

partisipasi masyarakat dapat meningkatkan transparansi, kepercayaan 

masyarakat dan mengurangi risiko sebuah kebijakan, dan (2) menemukan 

opsi/pilihan yang paling efektif dan efesien sehingga dapat mengurangi 

biaya implementasi bagi pemerintah dan biaya transaksi bagi masyarakat. 

Secara lebih spesifik, metode RIA merupakan alat untuk mencapai standar 

internasional untuk kebijakan berkualitas sebagaimana tercantum dalam 

OECD checklist sebagai berikut: 

1. Apakah masalah didefinisikan dengan baik? 

2. Apakah keterlibatan pemerintah memang diperlukan? 

3. Apakah regulasi merupakan bentuk terbaik dari keterlibatan pemerintah? 

4. Apakah regulasi memiliki dasar hukum? 

5. Seberapa jauh keterlibatan pemerintah diperlukan? 

6. Apakah manfaat lebih besar daripada biayanya? 

7. Apakah ada transparansi distribusi dampak? 

8. Apakah regulasi jelas, konsisten, komprehensif dan mudah diakses? 

9. Apakah semua pihak terkait punya kesempatan untuk mengemukakan 

pandangannya? 

10. Bagaimana pelaksanaan regulasi tersebut? 

Berdasarkan prinsip-prinsip, alat dan proses metode RIA, terlihat bahwa 

dengan membandingkan checklist OECD tersebut dengan proses 

implementasi metode RIA sebagaimana dijelaskan dibagian sebelumnya, 

dapat disimpulkan bahwa checklist OECD akan terpenuhi jika metode RIA 

dijalankan dengan baik. Hal ini dikarenakan keduanya saling terkait dan 

mendukung (Kirkpatrick et al., 2004). Selanjutnya untuk mencapai sasaran 

di atas, RIA mempersyaratkan 6 (enam) tahapan berpikir yang konsisten dan 

sistematis yaitu: 
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1. Perumusan masalah 

2. Perumusan tujuan 

3. Identifikasi alternatif tindakan 

4. Analisis manfaat dan biaya 

5. Konsultasi stakeholders 

6. Strategi implementasi 

Prasyarat akan maksimalisasi output dari proses RIA adalah dipastikan 

bahwa seluruh tahapan RIA dijalankan dengan konsisten dan konsultasi 

publik telah dilakukan dalam semua tahapan. Namun, untuk konsultasi 

publik dalam prakteknya dilakukan setidaknya 2 (dua) kali dalam satu 

proses yang utuh. Konsultasi publik pertama adalah untuk memastikan 

rumusan masalah, tujuan dan alternatif tindakan. Sedangkan konsultasi 

publik kedua dilakukan untuk mengkonfirmasi analisis biaya manfaat dan 

strategi implementasi. Setiap tahapan pelaksanaan metode RIA tidak dapat 

dihapus dan harus dilakukan secara berurutan, namun tahapan pelaksanaan 

metode RIA dapat diringkas dengan menyederhanakan dan menyatukan 

tahapan dalam satu forum penyelenggaraan. 

Konsultasi publik merupakan prasyarat penting dalam RIA. Konsultasi 

publik kepada stakeholder dilakukan untuk memastikan bahwa para pihak 

yang terlibat langsung dalam regulasi tersebut memahami dengan baik atas 

substansi yang sedang dibahas dan memberikan kesempatan kepada 

stakeholder khususnya dan publik pada umumnya untuk memberikan 

konstribusi dan berpartisipasi. Mengacu pada prasyarat di atas, dapat 

diartikan bahwa RIA akan efektif membantu pengambil keputusan publik 

untuk dapat menyelesaikan masalah secara tepat dengan beberapa syarat, 

yaitu: 
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1. Menerapkan tahapan RIA secara konsisten dan sistematis. Output dari 

proses ini adalah laporan RIA. Laporan ini menggambarkan hasil analisis 

atas respon persoalan yang dihadapi dengan mendeskripsikan setiap 

tahapan RIA dari rumusan masalah hingga strategi implementasi. Oleh 

karena itu, dapat diketahui oleh publik alasan dan justifikasi sebuah 

keputusan publik diambil untuk menyelesaikan masalah yang ada. 

2. Konsultasi publik dilakukan untuk semua tahapan RIA dan dimulai pada 

tahap perumusan masalah. Dalam aplikasinya dapat dilakukan minimal 

2 (dua) kali konsultasi publik dalam proses ini. 

 
2.5 Tinjauan Tentang Kekerasan 

2.5.1 Pengertian Kekerasan pada Perempuan dan Anak 

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 

tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak 

di Provinsi Lampung, kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat 

atau yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan baik fisik, 

seksual, psikis, ekonomi dan sosial, termasuk penelantaran yang terjadi 

di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Menurut Galtung & 

Fischer (2013) terdapat 3 bentuk kekerasan (Galtung & Fischer, 2013) 

yaitu: 

a. Kekerasan Langsung 

Kekerasan langsung merupakan salah satu bentuk kekerasan yang 

sering terjadi di kehidupan bermasyarakat. Bentuk dari kekerasan ini 

dapat menggunakan kekuatan fisik yang dapat menimbulkan kematian 

seperti penyiksaan, pemerkosaan, dan pemukulan. Selain dari bentuk 

tersebut, kekerasan verbal juga dapat dikategorikan sebagai kekerasan 

langsung seperti penghinaan dan perundungan yang dapat berakibat 

fatal terhadap psikis seseorang. Kekerasan langsung seringkali 

didasarkan atas penggunaan kekuasaan. 
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b. Kekerasan Struktural 

Kekerasan struktural adalah bentuk kekerasan yang dilakukan oleh 

suatu struktur kecil maupun yang lebih luas. Eksploitasi merupakan 

bagian utama kekerasan struktural. Hal tersebut didukung oleh 

beberapa bagian dari eksploitasi seperti penetrasi, segmentasi, 

marginalisasi dan fragmentasi yang menghambat mobilitas guna 

melawan eksploitasi tersebut. Kekerasan struktural umumnya sering 

dilakukan oleh seseorang yang memiliki wewenang. 

c. Kekerasan Kultural 

Kekerasan kultural merupakan suatu sikap yang berlaku sejak kecil 

dan berada dalam lingkungan sehari-hari yang dapat menciptakan 

perspektif baru dalam melihat suatu fenomena. Kekerasan kultural 

juga merupakan suatu bentuk kekerasan permanen yang terwujud 

dalam sikap, perasaan, nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat seperti 

rasisme, sikap tidak toleran, yang sering kali ditunjukkan oleh agama 

dan ideologi. Kekerasan struktural dan kekerasan kultural dapat 

menyebabkan terjadinya kekerasan langsung dalam masyarakat. 

 
2.5.2 Bentuk-Bentuk Kekerasan 

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 

tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak 

di Provinsi Lampung, adapun bentuk-bentuk kekerasan pada perempuan 

dan anak yaitu: 

1. Kekerasan Fisik 

 Kekerasan fisik adalah tindakan kekerasan yang diarahkan perbuatan 

yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh 

seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan menyebabkan kematian. 
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2. Kekerasan Psikis 

 Kekerasan psikis adalah suatu tindakan penyiksaan secara verbal 

(seperti menghina, berkata kasar dan kotor). 

3. Kekerasan Seksual 

 Kekerasan seksual adalah setiap tindakan baik berupa ucapan ataupun 

perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau 

memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktifitas 

seksual yang tidak dikehendaki. 

4. Kekerasan Sosial 

 Kekerasan sosial adalah setiap sikap dan perlakuan yang tidak adil 

kepada orang lain yang bersumber pada praktik sosial budaya 

(merendahkan, membedakan, meminggirkan, mendominasi), 

termasuk di dalamnya penelantaran yang berujung pada munculnya 

perasaaan tidak terhargai dan terbatasnya berbagai akses dalam 

kehidupan. 

5. Kekerasan Ekonomi 

 Kekerasan ekonomi adalah perbuatan yang mengakibatkan kerugian 

secara ekonomi dan terlantarnya anggota keluarga dan menciptakan 

ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk 

bekerja di dalam atau di luar rumah, tidak memberi nafkah, 

meniadakan akses, kontrol, dan partisipasi berkenaan dengan sumber-

sumber ekonomi. 

6. Penelantaran 

 Penelantaran adalah praktik melepaskan tanggung jawab dan klaim 

atas keturunan dengan cara ilegal. Beberapa tipe penelantaran yaitu: 

Penelantaran pendidikan, penelantaran emosional, penelantaran 

medis, penelantaran fisik dan pengawasan terhadap anak yang tidak 

memadai. 
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2.6 Kerangka Pikir 

Kerangka berpikir merupakan suatu landasan secara keseluruhan dalam 

melaksanakan proses penelitian. Kerangka berpikir menjadi acuan penulis 

untuk membuat batasan-batasan dalam proses penelitian agar dapat 

berfokus pada suatu masalah yang akan diteliti. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Pikir 

Sumber: Diolah Peneliti, 2023 
 
 

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 
tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan 

dan Anak di Provinsi Lampung 

Sustainable Development Goals tujuan ke-5 yaitu 
“mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum 

perempuan” pada tahun 2030 

Regulatory Impact Analysis (RIA) berdasarkan OECD (Suparmiatun et al., 2011): 

1. Perumusan masalah 
2. Perumusan tujuan 
3. Identifikasi alternatif tindakan 
4. Analisis manfaat dan biaya 
5. Konsultasi stakeholders 
6. Strategi implementasi 

Tujuan & Sasaran 
Memberikan jaminan pemenuhan hak perempuan dan anak agar 
terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, 

penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan 
martabat kemanusiaan. 

Tindak kekerasan 
terhadap perempuan 
dan anak di Provinsi 
Lampung perlu untuk 

segera diakhiri 



III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian 

Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan jenis 

penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif 

adalah proses penelitian berdasarkan metodologi untuk menyelidiki suatu 

fenomena sosial dan masalah manusia (Creswell, 2013). Metode penelitian 

kualitatif merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek 

pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat 

permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini mengkaji 

masalah secara kasus perkasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa 

sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya 

(Siyoto & Sodik, 2015). 

Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti 

kata-kata dari responden, laporan terinci dari pandangan responden dan 

melakukan studi pada situasi yang dialami. Menurut Bongdan dan Taylor 

dalam Moleong (2007) metodologi penelitian kualitatif merupakan 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif, baik berupa kata-kata lisan 

maupun tertulis dari orang-orang atau perilaku yang diamati (Moleong, 

2007). Dengan demikian, peneliti berusaha mendeskripsikan kembali yang 

dilihat, didengar dan yang dibaca dari hasil wawancara, observasi, studi 

pustaka dan dokumentasi yang telah dilakukan. Berdasarkan uraian tersebut, 

peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan 

dan menganalisis dampak kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Lampung 

Nomor 2 Tahun 2021 tentang penghapusan tindak kekerasan terhadap 

perempuan dan anak di Provinsi Lampung. 
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3.2 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian adalah batas masalah yang ada pada penelitian kualitatif. 

Fokus penelitian ini berisikan pokok masalah yang bersifat umum, hal ini 

diperlukan agar penelitian dapat meneliti secara lebih spesifik dan terperinci 

serta adanya batasan masalah yang membuat penelitian dapat berada dalam 

lingkup konteks penelitian. Menurut Sugiyono (2014) pembatasan dalam 

penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi dan 

reabilitas masalah yang akan dipecahkan (Sugiyono, 2014). 

Penelitian ini memiliki fokus mengenai analisis dampak kebijakan 

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang 

Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi 

Lampung berdasarkan metode Regulatory Impact Analysis (RIA) yaitu: 

1. Perumusan masalah 

2. Perumusan tujuan 

3. Identifikasi alternatif tindakan 

4. Analisis manfaat dan biaya 

5. Konsultasi stakeholders 

6. Strategi implementasi 

 
3.3 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti akan melaksanakan penelitian 

untuk menangkap fenomena atau peristiwa yang terjadi dari objek penelitian 

yang akan diteliti untuk mendapatkan data penelitian yang akurat. 

Penempatan lokasi diperlukan karena berguna untuk mempertanggung 

jawabkan data yang diperoleh pada hasil penelitian. Penelitian ini dilakukan 

di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak 

Provinsi Lampung yang beralamat di Jl. Puri Besakih No. EE. 5 Way Halim, 

Bandar Lampung. 
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3.4 Jenis dan Sumber Data 

Data adalah fakta empiris yang dikumpulkan oleh peneliti untuk 

memecahkan masalah pada penelitian. Data juga diartikan sebagai sesuatu 

yang belum memiliki arti bagi penerimanya tetapi masih perlunya suatu 

pengolahan (Siyoto & Sodik, 2015). Data dapat berupa angka, gambar, atau 

kata-kata. Data penelitian ini dapat berasal dari berbagai sumber yang 

dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan 

penelitian berlangsung. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

antara lain: 

1. Data Primer 

Menurut Sugiyono (2014) data primer adalah sumber data yang diperoleh 

langsung oleh peneliti dapat berupa kata-kata atau tindakan dari sumber 

pertama atau tempat objek penelitian. Sumber data primer merupakan 

data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, 

gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek atau narasumber 

yang dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian yang berkenan 

dengan variabel yang diteliti (Sugiyono, 2014). Data primer yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara penelitian 

dengan narasumber yang direkam dan peneliti juga melakukan observasi 

langsung. Instrumen yang digunakan untuk melakukan wawancara ini 

melalui perekam audio handphone dan catatan kecil penelitian. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data tambahan yang berasal dari sumber 

tertulis selain dari data primer (Moleong, 2007). Data sekunder ini 

digunakan sebagai alat pendukung dalam melakukan analisis primer. 

Data yang digunakan dapat berupa informasi berupa surat-surat, 

dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat), peraturan daerah, 

perundang-undangan, artikel, foto-foto, rekaman video, dan data yang 

berkaitan dengan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di 

Provinsi Lampung. 



32  

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah strategis dalam 

sebuah penelitian. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan 

pada kondisi yang alamiah (natural setting), sumber data primer dan teknik 

pengumpulan data lebih banyak pada wawancara mendalam (in depth 

interview) dan dokumentasi (Sugiyono, 2014). Teknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Wawancara 

  Menurut Sugiyono (2014) wawancara merupakan dialog yang dilakukan 

oleh dua pihak yaitu antara pewawancara dan narasumber yang saling 

bertukar ide dan gagasan dengan tujuan mendapatkan informasi. Peneliti 

melakukan wawancara secara terstruktur dan tidak terstruktur. 

Wawancara terstruktur yaitu menyiapkan penyusunan alat penelitian 

berupa pertanyaan tertulis atau pedoman wawancara secara lengkap, 

sedangkan wawancara tidak terstruktur dilakukan secara bebas dan tidak 

terikat dengan pedoman wawancara untuk penelitian. Adapun yang 

menjadi informan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

Tabel 1. Daftar Informan Penelitian 

No Informan Jabatan Instansi 
1. 
 
 

2. 

Julia Siti Aisyah, S.Psi, 
M.M. 
 
Tri Apriani, S.Psi. 

Kasi Tindak Lanjut 
 
 
Tim Profesi 

UPTD PPA Provinsi 
Lampung 

3. Aiptu Agus Riyanto 
Kasubnit I unit V PPA 
Satreskrim 

POLRESTA Bandar 
Lampung 

4. Elis Mustika, S.H. Jaksa Penuntut Umum 
Kejaksaan Negeri 
Bandar Lampung 

5. Sri Rahayu 
Sekretaris Pelayanan 
Forensik 

RSUD Abdul Moeloek 

6. 
Eka Tiara Chandrananda, 
S. Sos. 

Direktur Eksekutif Perkumpulan DAMAR 

7. 
Ibu SM (Orang Tua 
Penyintas) 

- - 

 
Sumber: Diolah Peneliti, 2023 
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2. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan dengan 

melakukan pencatatan terhadap keadaan atau objek sasaran (Fathoni, 

2006). Observasi dilakukan untuk mendapatkan data dengan 

menganalisis dampak kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Lampung 

Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap 

Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan 

metode observasi partisipan dikarenakan peneliti akan terlibat langsung 

dalam pelaksanaan proses observasi. 

3. Dokumentasi 

  Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh oleh data 

yang relevan dengan pertanyaan penelitian dari buku, arsip, dokumen, 

tulisan angka dan gambar yang berupa laporan dan informasi untuk 

memperoleh data dan informasi yang bisa untuk mendukung penelitian. 

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi 

dan wawancara dan akan lebih dapat dipercaya jika didukung dengan 

gambar dan foto. Dokumentasi ini dimaksudkan untuk memperkuat dan 

memvalidasi data-data yang didapatkan selama melakukan penelitian. 

Berikut merupakan dokumen penelitian yang didapatkan peneliti: 
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Tabel 2. Daftar Dokumen Penelitian 

No Nama Dokumen 

1. 
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan 
Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung. 

2. 
SOP Mekanisme Rujukan/Layanan Bagi Saksi Perempuan dan Anak Korban 
Kekerasan Berbasis Gender dan TPPO di Provinsi Lampung Tahun 2023. 

3. 
Mekanisme Pelayanan UPTD PPA Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Provinsi Lampung. 

4. 
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. 

5. Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA). 

6. 
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 
Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah 
Perlindungan Perempuan dan Anak. 

7. Pedoman Penerapan Regulatory Impact Assessment (RIA). 
 

Sumber: Diolah Peneliti, 2023 

3.6 Teknik Analisis Data 

 Analisis data merupakan sebuah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan 

dokumentasi dengan cara mengkoordinasikan data kedalam kategori, 

menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam 

pola, memilih mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan. 

Sehingga untuk mendapatkan data yang akurat dan objektif, peneliti 

mengacu pada teknik analisis data yang dicetuskan oleh Miles dan 

Huberman dalam Sugiyono (2014) yang sering disebut dengan teknik 

analisis data interaktif, yang meliputi: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data diartikan sebagai merangkum, memilih hal pokok atau 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. 

Reduksi data sangat diperlukan dalam penelitian karena peneliti 

memperoleh sejumlah besar data dalam proses penelitian langsung di 

lapangan sehingga peneliti harus mereduksi data tersebut agar data yang 

telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya. 
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2. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data merupakan informasi yang dikumpulkan dalam bentuk 

teks naratif, grafik, bagan, foto dan lain-lain untuk memberikan 

gambaran tentang keseluruhan data atau bagian dari data yang dapat 

diatur dan disusun sedemikian rupa sehingga mudah dipahami. Hal ini 

berguna untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran umum 

data dalam penelitian sehingga dapat merencanakan kerja selanjutnya. 

Penyajian data akan memberikan batasan yang memungkinkan 

melakukan penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan. 

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing Verification) 

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif hanya dapat 

menjawab rumusan masalah namun juga bisa tidak karena kesimpulan 

awal dapat berubah seiring dengan bukti atau temuan-temuan yang 

mendukung pengumpulan data berikutnya. Penarikan kesimpulan dapat 

diartikan sebagai proses perumusan makna dari hasil penelitian yang 

diungkapkan dengan kalimat yang singkat, padat, jelas dan mudah 

dipahami. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014) 

menggambarkan teknik analisis data penelitian kualitatif sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

Gambar 3. Teknik Analisis Data Interaktif 

Sumber: Miles and Huberman dalam Sugiyono (2014) 

 

Pengumpulan Data Penyajian Data 

Reduksi Data Verifikasi/Penarikan 
Kesimpulan 
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3.7 Teknik Keabsahan Data 

Keabsahan data adalah sebuah konsep penting pada penelitian kualitatif. 

Konsep ini merupakan pembaruan dari konsep kesahihan (validitas) dan 

keandalan (reliabilitas). Penentuan derajat kepercayaan pada penelitian 

dilakukan berdasarkan standar yang digunakan dalam penelitian kualitatif, 

standar itu disebut keabsahan data. Menurut Sugiyono (2014) uji 

keabsahan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif dibagi menjadi 

4 (empat), yaitu uji kredibilitas data (credibility), uji keteralihan 

(transferability), uji ketergantungan (dependability), dan uji kepastian 

(confirmability) (Sugiyono, 2014). 

1. Uji Kredibilitas Data (Credibility) 

Uji kredibilitas data merupakan pengujian data yang dilakukan untuk 

memeriksa kebenaran data sehingga menghasilkan kepercayaan 

terhadap hasil penelitian yang diperoleh dengan melakukan triangulasi. 

Menurut pendapat Sugiyono (2014) triangulasi merupakan teknik 

pengumpulan data dan sumber data sebagai suatu teknik keabsahan data 

yang dilakukan dengan pengecekan data dari berbagai sumber. 

Terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan dalam triangulasi, 

yaitu: triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. 

a. Triangulasi sumber, dilakukan dengan cara memeriksa data yang 

diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda-beda dengan teknik 

yang sama sehingga informasi yang diperoleh dapat dibandingkan. 

b. Triangulasi teknik, dilakukan dengan cara memeriksa data dari 

sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda. 

Misalnya, data yang diperoleh melalui wawancara melalui 

observasi, pencatatan dan lain-lain. 

c. Triangulasi waktu, data yang dikumpulkan melalui wawancara, 

observasi atau teknik pada waktu dan keadaan yang berbeda. 
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2. Uji Keteralihan (Transferability) 

Uji keteralihan merupakan suatu teknik keabsahan data yang 

memberikan uraian ataupun penjelasan secara rinci, jelas, sistematis 

dan dapat dipercaya, dengan demikian pembaca dapat memahami 

dengan jelas hasil penelitian. Apabila pembaca laporan penelitian 

memperoleh gambaran yang jelas, maka hasil penelitian dapat 

diberlakukan dan laporan tersebut telah memenuhi standar. 

3. Uji Ketergantungan (Dependability) 

Uji ketergantungan pada penelitian kualitatif dilakukan dengan cara 

audit atau pengawasan terhadap keseluruhan proses penelitian 

(Sugiyono, 2014). Pengujian ini dilakukan oleh auditor yang 

independen atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas 

peneliti dalam melakukan penelitian. Hal ini dilakukan untuk dapat 

mengetahui bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, fokus 

penelitian, memasuki lapangan, mengidentifikasi sumber data, 

menganalisis data, menguji keabsahan, dan membuat kesimpulan. 

Keseluruhan proses penelitian ini harus ditunjukkan oleh peneliti. 

4. Uji Kepastian (Confirmability) 

Uji kepastian dalam penelitian kualitatif disebut juga dengan uji 

objektivitas terkait proses yang dilakukan. Penelitian yang sudah 

memenuhi standar dan disepakati oleh banyak orang, dapat dikatakan 

bahwa penelitian tersebut dianggap objektif. Uji kepastian juga berarti 

menguji hasil penelitian dan dikaitkan dengan proses yang dilakukan. 

Jika hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang 

dilakukan, maka penelitian tersebut sudah memenuhi standar 

confirmability. 

 
 
 
 
 
 
 



V. SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti paparkan 

dapat disimpulkan bahwa pasca diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi 

Lampung Nomor 2 Tahun 2021, membawa dampak yang positif 

dikarenakan koordinasi dalam proses penanganan kasus dan alur layanan 

sudah semakin jelas dengan adanya SOP terpadu yang menjadi pedoman 

bagi lembaga penyedia layanan, sehingga semakin banyak penyintas 

sebagai penerima manfaat yang kasusnya terungkap dan tertangani hingga 

selesai. Tujuan diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 

2 Tahun 2021, sudah dilaksanakan dengan baik dengan berpedoman pada 

SOP mekanisme rujukan/layanan bagi saksi dan/atau perempuan dan anak 

korban kekerasan berbasis gender dan TPPO Provinsi Lampung 2023, yaitu 

untuk melindungi dan memberikan rasa aman serta memberikan pelayanan 

secara berkualitas dan terpadu kepada perempuan dan anak korban tindak 

kekerasan. Manfaat dari adanya SOP terpadu yang menjadi pedoman bagi 

lembaga penyedia layanan tersebut, setiap lembaga/instansi bersinergi 

untuk saling membantu dan saling melengkapi antar lembaga/instansi dalam 

upaya pemenuhan hak korban untuk mendapatkan akses layanan pemulihan 

yang berkualitas, komprehensif, dan berkelanjutan. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, adapun saran yang dapat 

disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pemerintah Daerah Provinsi Lampung diharapkan dapat melanjutkan 

kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021, 

dikarenakan kebijakan tersebut memberikan dampak yang positif dalam 

melindungi dan memberikan rasa aman serta memberikan pelayanan 

secara berkualitas dan terpadu kepada perempuan dan anak korban 

tindak kekerasan di Provinsi Lampung. 

2. Perlu adanya penambahan sumber daya manusia (SDM) atau tenaga 

pendamping dalam melaksanakan penanganan tindak kekerasan, 

perlunya meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana khususnya di 

daerah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung, serta perlu 

meningkatkan layanan pendampingan pada tahap penjangkauan korban 

agar lebih banyak penyintas yang mendapatkan penanganan kasus. 

3. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga/instansi terkait 

sudah berjalan dengan baik. Namun, UPTD PPA Provinsi Lampung 

diharapkan dapat bekerja sama dengan dunia usaha dalam menghapus 

tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. 

4. UPTD PPA Provinsi Lampung diharapkan dapat memanfaatkan 

beragam platform atau media sosial untuk menyebarkan informasi 

mengenai keberadaan UPTD Provinsi Lampung, sehingga dapat 

membantu masyarakat untuk mengetahui kemana harus melaporkan 

tindak kekerasan yang terjadi. 

5. Selanjutnya, bagi penyintas tindak kekerasan agar tidak perlu takut 

untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya ke UPTD PPA 

Provinsi Lampung, dikarenakan data korban akan dirahasiakan serta 

seluruh penanganan kasus akan didampingi oleh tim profesi yang ada di 

UPTD PPA sampai penanganan kasus selesai di pengadilan. Seluruh 

proses penanganan kasus dilakukan secara gratis tanpa dipungut biaya 

sepeserpun. 
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